
GUBERNUR LAMPUNG
 
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 
NOMOR: G/ ~'i'i jV.Ol jHK/2019
 

TENTANG 

:PEMBENTUKAN PANITlA PELAKSANA PERINGATAN
 
HARI PENDJDIKAN NASION AL TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019
 

Menimbang 

f\t engingat 

Menetapkan 

K t::SATU 

KEDUA 

GUBERNUR LAMPUNG, 

bahwa dalam rangka kelancaran pe laksanaan peringatan Har: 
Pendidika n Nasional Provin si La mpu ng Tah un 2019 pacta 
tanggaJ 2 Mei 20 19, perl u membent uk Panitia Pelaksana 
Peringatan Han Pen d id ika n Nasional Tingkat Provinsi 
Larnpung Ta h u n 2019 da n m en eta pka n nya dengan Keput us an 
Gubernu r Lam pu ng; 

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ten tang . Sistem 
Pendidikan Nasional; 

2.	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201 4 tentang 
Pemerintahun Dacrah sebagaimana t elah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015; 

3 . Peraturan Pernerin tah Nomor 18 Tahuri 20 16 tentang 
Perangkat Daerah; 

4 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah tera kh ir dengan 
Peraturan Menteri :Jalam Neger i Nomor 21 Tahu n 2011; 

5 . Peratu ran Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tah un 2016 
ten tang Pernbentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Provin si Lampu ng sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Provin s i Lam p ung Nemer 17 Tahun 2017; 

6 . Peratu ran Daerah Provinsi Lampun g Nemer 6 Tahun 2018 
tentang Anggaran Pendapatan dan Bela nja Daerah Provinsi 
Lampu n g Tahun Anggaran 2019 ; 

MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENT'UKAN 
PANITlA PELAKSANA PERINGATAN HAR! PENDIDIKAN 
NASIONAL TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019. 

Mernbentuk Panitia Pelaksana Peringatan Han Pendidikan 
Nasional Tingkat Provinsi Larnpung Ta hun 2019 , dengan 
susunan personalia sebagai mana tercan tum dalam Lampiran 
Keputusan ini. 

Panitia sebagaimana dimaksud pada Dikt.urn Kesatu 
memunyai tugas rnerencanaka n , mem persiapkan, dan 
melaksanakan sernua agenda acara yang berkenaan dengan 
Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasiona l Tingkat Provin si 
Lampung Tahun 2019 pada tangga12 Mei 2019. 



·2­

KETIGA Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana 
dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil 
pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Cubernur 
Lampung. 

KEElVIPAT Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini 
dibebanxan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Da erah 
Provinsi Lampung Tahun Anggaran 20}9 pacta Dokumen 
Pela ksan aa n Anggaran Dinas ?endidikan dan Kebudayaan 
Provinsi Lampung pada kegiatan Pelaksanaan Publikasi 
Pembangu nan Pendidikan Tahun 2019 dengan Kode Rekening 
1.0 1.1 .0 1.0 1.20 .05.5.2. 

K£UMA Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai 
teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaar: Provinsi Lampung. 

KEEN AM Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan 
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat 
kekeliruan dalam Keputusan in i akan diadakan pembetuian 
sebagaimana mestinya. 

Diteiapkan di Telukbetung 
pacta tanggal ~? ~pP.\l,.. 2019 

GUBERNUR L NG, 

M. 

Tembusan: 
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Tr-lukbetung: 
2. lnspektur Provinsi Larnpung di Bandar Lampung;
 
3, Kepala Dinas Kotnunikasi, Informatika dan Statistik Prov insi ..arnpung di Telukbe .ung;
 
4. Kepala Badan Keuangan Daera h Provinsi La mp ung di Telukbetung; 
5. Kepala Biro llukum Setda Provin si Lampung di Telukbe tung; 
6. "'Aasi;Jg-masing anggota Panitia ya ng bersangkutan. 
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LAlVfPlRAN: KEPUTUSAN GUBERI';UR LAl\1PUNG 
NOMOR : Gj ~9tt jV.OljHKj20l9 
TANGGAL: tS APfl.IL. 20 19 

SUSUNAN PEHSONALIA PANITI PELAKSANA P RING TAN HARI PENDIDlKAN 
NASIONAL TINGKAT PROVINSI LAMPU G TAHUN 2019 

I. Pembina 

II. Pengarah 

III . Ketua Um u rn 

iV. Ketua Pelaksana 

WakF Ketua 

V. Sekretaris 

VI. Bendahara 

VII. Seksi-Seksi: 

A. Upacara 

Koordinator 

Anggota 

B. Pe ne rim a 'ramu 

Koordin a tor 

Anggota 

1.	 Guberriur Lampung 
2. FOKORPIMDA Provinsi Larnpung 

1.	 Walikota Bandar Lampung 

2. Sekretaris Daerah Provin si Larnpun g 
3.	 Rektor Universitas Larnpung 
4. Kepa la	 Lernbaga Penjaminan Mutu Pendidikan 

Provinsi Lampung 

Asisten Pemerintahan da.i Kesejahteraan i\.a kya.t 
Sekretaris Daera h Provin si Larnpung 

Kepala Dinas Pendidika n dan Kebudayaan Provinsi 
Lampung 

Sekreta-is Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Provin si Lampung 

Kepala Sub Bagia n Unum da n Kepegawaian Dinas 
Pendidikan dan Keb ud ayaa n Provir si Lampung 

Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Provi: lsi Larnpur.g 

Korem 043 Garuda Hitam 

1.	 Kepolisian Daerah Lampung 

2 . Pan gka lan Angka tan Udara Astra Ksetra 

3.	 Pangkalan An gk ata n Laut Lampung 

4 . Kepala Din a s Pem u da dan Olahraga Provinsi 
Lampung 

5. Kepala	 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota 
Bandar Lampu ng 

6.	 Kepala Bagian Pro tokol Biro Hum a s dan Protokol 
Sekretariat Daerah Proviusi Lampu ng 

7.	 Un su r Biro Kes ejahteraar Sosial Sekretariat 
Daerah Provinsi Lam p u n g 

8.	 Kwarda Gerakan Prarn u k a Provinsi Lampung 

ixe pa la Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah 
Pr ovin si Lampung 

1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi 
Lampung 
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C.Perlengkapan 

Koordinator 

Anggota 

D.Humas dan 
Dokurnerrtaat
 

Koordinator
 

Anggota 

E. Kearnanan 

Koordirtator 

Anggota 

r. Kesehatan 

Koordinator 

Anggota 

G. Sekretariat I Petugas 
Lapangan 

Koordina tor 

Anggota 

2. Kepala-Kepala	 Bidang, Kepala UPT;J Kasi/Kasubbag 
d ilirigkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Provinsi Lampung 

Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi 
Lampung 

1. Un s u r	 Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi 
Lamp un g 

2 . Unsur Sub Bagia n Umum dan Kepegawaian Dinas 
Pendidikan dan Keb udayaan Provinsi Lampung 

Unsur Dinas Kom unika s i, lnformatika dan S tatistik 
Provinsi Lampung 

Unsur UPTD Bala i Pe rigem bangan Teknologi Pendidikan 
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung 

Unsur Kepolisian Daerah Lampung 

1.	 Uns u r Kepolisian Resort Kota Bandar Lampun g 

2.	 Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung 

3 . Unsur Dinas Perhubungan Provinsi Lampung 

Unsur Dinas Kesehatan Provinsi Lampung 

Unsur Dinas Kesehata n Kota Bandar La rnpun g 

Kepala Biro Umum Sekreta riat Daerah Provinsi 
:....ampung 

1. Unsur Bagian Umum Kota Bandar Lampun g 

2. Unsur Sub Ba ga in Um u m da n Kepegawaian Dina s 
Perididikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung 

GUBERNUR L 

M. 



GUBERNUR l~~ G· 
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 
NOMOR : G/ 1,;,~~ /B.09/HK/2019
 

TENTANG 

PEMBENTURAN TIM KOORDINASI PENG ELOL.\ AN I'ENGADUAN PELAYANAN
 
PUBLIK DAN PETUGAS ADMINISTRATOR PADA ORGANISASI PERANGKAT
 

DAERAH PEMERINTAH PROV1Nsr LAMPUNG
 

GUBERNUR LAMPUNG\ 

Menimbang a.	 bahwa dalarn rangka pengelolaan pcngaduan pelayanan publik 
yang sedcrhana, cepat, tuntas d811 terkoordinasi , maka perlu 
membentuk Tim Koordinasi Pengeloluan Pengaduan dan Petugas 
Administrator Perigelola Laya nu n f\ ~ pirasi dan Pengacluan Online 
Rakyat (LAPOR) Sistem Pengrlolaan Pengaduan Peiayanan Publik 
Nasional (SP4N) pada Pemerintah Prov insi La m p u ng; 

b.	 bahwa berdasarkan perrirnbangan scbagaimana dimaksud dalam 
huruf a l maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung 
tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan 
Pelayanan Publik dan Petugas Administrator pada Organisasi 
Perangkat Daerah Pernerintah Provin si Lampurig; 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 'L008 tentang Ketcrbukaan 
Informasi Publik; 

2.	 Undang-Undang Nomor 3'1 Tahun 2008 tentang Om l»..idsrnan 
Republik Indonesia; 

3.	 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayarian 
Publik; 

4 .	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan; 

5 .	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 1 (~· tentang Pemerin tahan 
Daerah sebagaimana telah cliubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 

6.	 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan; 

7.	 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik; 

8.	 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pcngelolaan 
Pengaduan Pelayanan Publik; 

9.	 Peraturan Menteri Pendayaguriaan Aparatur Negara dan 
Refonnasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 ten tang Pedoman 
Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pe layarian Publik Secara 
Nasional; 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokras i Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedornan Road 
Map Pengembang m Sistem Pen '3clolaan Pelayanan Publik 
Nasional; 
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Mernperhatikan 

Menetapkan 

KESATU 

KEDUA 

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reforrnasi Birokrasi Nornor ] J Tan 1J.1l 2CJ l7 knt8.,'1.g Pedoman 
Penyelenggaraan Sistern Inforrnasi Pelayanan Publik 
Nasional; 

12.	 Peraturan Daerah Provinsi Larnpung Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dun Susunan Perangkat Daerah 
Provinsi Lampung sebagairnana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017; 

Surat Edaran Mcnteri Pendavagunaan Apa ra.tur Ncgara dan 
Refonnasi Birokrasi Republik [ndonesIa Nornor 4 Tahun 2016 
tentang Pengintegrasian Pcngelolaan Pengaduan Pelayanan 
Publik Secara Nasional Bagi Pemerintah Daerah ke Dalam 
Aplikasi LAPOR!-SP4N; 

MEMUTUSKAN: 

PEMBENTUKAN TIM ICOORDINASI PENGELOLAAN 
PENGADUAN PELAYANAN PUnLIR. DAN PETUGAS 
ADMINISTRATOR PADA ORGANISASI PER.~NGKAT DAERAH 
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG .. 

Membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan 
Publik dan Petugas Administrator Pada Orgariisasi Perangkat 
Daerah Pemerintah Provinsi Lampung dengan Susunan 
Personalia sebagaimana tercantum dalarn Lampiran Keputusan 
mi. 

Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu 
mempunyai tugas sebagai berikut : 

1.	 Pembina: 

a.	 memberikan arahan secara umum kepada Tim Administrasi 
dan Pejabat Penghubung Pengelola Layanan Aspirasi dan 
Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Sistern Pengelola 
Pengaduan Pelayanan PubEk Nasional (SP4 N) pada 
Pernerintah Provinsi Larnpung, dan 

b. memberikan pernhinaan, kcbijakan dan petunjuk teknis 
dalam penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan 
publik di Kabupaterr/ Kota se Provinsi Lampung. 

2.	 Ketua: 

a. melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja 
pengelola dan penyele saian pengaduan di Satuan Kerjanya, 
berdasarkan indikator dan target yang ditetapkan; 

b. melakukan evaluasi aras kinerja pengelolaan 
pengaduan;dan 

c.	 mernrmpm, mengkoordinasikan, mernonitoring dan 
mengevaluasi pelalcsanaan rugas dan fungsi 
penyelenggaraan dU'1 pengendalian pengelolaan pengaduan 
rnasyarakat. 

3.	 Wakil Ketua : 
a.	 membantu Ketua rnelakukan pernantauan sccara berkala 

atas kinerja pengelola dan penyelesaian pengaduan di 
Satuan Kerjanya, berdasarkan indikator dan t.arget yang 
ditetapkan; 
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b.	 membantu Ketua mela.kukc:.n evaluaai a ta s kinerja 
pengelolaan pengaduan .dan 

c.	 membantu Ketua dalam mengkoordinasikan, rncmonitoring 
dan mengevaluasi pelaksariaan tugas dan fungsi 
penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan pengaduan 
masyarakat, 

4 . Sekretaris : 

a.	 membantu Ketua dan Wakil Ketua melakukan pemantauan 
secara berkala atas kinerja pcngcloia dan penyelesaian 
pengaduan di Satuan Kerjanya, bor'daaarkan itli..:!iimtor dan 
target yang ditetapkan: 

b.	 mernbaritu Ketua dan \VA.k~ Ketua melakukan evaluasi atas 
kinerja pengelolaan pengaduan.dan 

c.	 membantu Ketua dan Wakil Ketua dalarn 
mengkoordinasikan, rnernonito ring dan mengevaluasi 
pelaksanaan tugas dan Iungsi penyelenggaraan dan 
pengendalian pengelolaan pengaduan masyarakat. 

5. Anggota: 
a.	 melakukan koordinasi dengan Pejabat Penghubung urrtuk 

mengatasi kendala dalam penvelcsaian pcngaduan apabila 
indikator dan target status pengaduan terlihat lamban; 

b.	 merencanakan, mensinkronisasi mengkonfirmasikan 
rencana program dan rencana kerja anggaran pengelolaan 
pengaduan masyarakat; 

c.	 pelaksanaan informasi pcngaduan masyarakat kepada 
Perangkat I aerah dan masyarakat ; 

d.	 rnelaporkan kinerja pengelolaan pengaduan kepada 
PembinafPenanggung .Jawab; da.i 

e.	 melaksanakan tugas terkait pengelolaan :>en gaduan yang 
diberikan oleh Penanggung J 8.\\'0. b / Ketua. 

6 .Tim Admin : 

R.	 melakukan pengelolaan pengaduan ya ng diteruskan olch 
pengelola LAPOR-SP4N d ; level Nasiorial untuk 
ditindaklanjuti: 

b.	 menyalurkan pengaduari ltepada pcngclola pcngaduan 
pacta Organisasi Penyelenggara/ Satua n Kerja arau Pejabat 
di Lingkungan masing-masing berdasarkan kategori 
pengaduan; 

c.	 melakukan pernantauan atas tindak lanjut dan 
penyelesaian pengaduan dalarn lingkungan Penyelenggara 
dan Organisasi Penyelenggara; 

d.	 melakukan evaluasi pcngclolaan perigaduan secara berkala 
meliputi jumlah clan jenis pengaduan yang di terima, 
penyebab pengaduan scrta penyelesaian terhadap 
pengaduan;clan 

e.	 menyalurkan pengaduan kepada koordinator pengelolaan 
pengaduan Nasional, LAPOR-SP4N, untuk diteruskan 
kembali apabila katcgori pengaduan yang diterima tidak 
sesuai dengan kewenangar.nya. 

7 .	 Pejabat Penghubung 
a .	 menginformasikan pengaduan kepada kepala Organisasi 

PenyelenggarafSatuan Kerja untuk ditindaklanjuti; 
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b .	 berkoordinasi dengan unit teknis penyelenggara yang 
diadukan untuk segera menindaklanjuti pengaduan; 

c.	 menjawab pengaduan pada Organisasi 
PenyelenggarajSatuan Kerja; dan 

d .	 memberikan laporan atas tindak lanjut pengaduan kepada 
kepala Organisasi PenyelenggarafSatuan Kerja. 

KETIGA	 Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan lilt 

dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro 
Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan masing­
masing Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Lampung. 

KEEMPAT	 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan 
ketentuan apabila dikemudian han ternyata terdapat 
kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan 
sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tanggal 2.t; A\'lL'iL 2019 

Tembusan: 
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung; 
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung; 
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung; 
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Larnpung di Telukbetung; 
5. Kepala Biro Huku:n Setda. Provinsi Lampung di Telukbetung; 
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LAMPlRAl\ KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR :G / '3tt~/B.09/HK/2019 
TANGGAL : 'Z.C" A pJL.f L 2019 

TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK 
DAN PETUGAS ADMINISTRATOR PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG. 

A. TIM KOORDINASI 
I. Pembina	 1. Gubernur Lampung 

2. Wakil Gubernur Lampung 

II. Ketua	 Sekretaris Daerah Provinsi Lampung 

rrr . Wakil Ketua	 1. Inspektur Provinsi Lampung 
2. Asisten Adrninistrasi Umum Sekretaris Daerah 

Provinsi Lampung 

IV. Sekretaris Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung 

V. Anggota 1. Kepala Dinas Komunikasi, Inforrnatika dan 
Statistik Provinsi Lampung 

2.	 Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi 
Lampung 

3.	 Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi 
Lampung 

4.	 Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung 

B. PENGELOLA PENGADUANj 1. Sekretaris Inspektorat Provinsi Lampung 
ADMINISTRATOR 2. Kepala Bagian Ketatalaksanaan Biro 

Organisasi Setda Provinsi Lampung 
3 . Kepala Bidang Inforrnatika Pada Dinas 

Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi 
Larnpung 

4. Kepala Sub Bidang Pengolahan Jaringan 
Teknologi dan Sistem Informasi Dinas 
Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi 
Lampung. 

S. Kepala Sub Bagian Dokumentasi Biro Humas 
dan Protokol Setda Provinsi Lampung. 

C. PEJABAT PEl'fGHUBUNG 1. Sekretaris pada Dinas dan Badan di 
Lingkungan Pernerintah Provinsi Lampung 

2 . Kasubbag Tata Usaha pada Rumah Sakit Jiwa 
Provinsi Lampung 

3. Kasubbag Umum pada Rumah Sakit Umum 
Daerah Abdoel Moeloek Provinsi Lampung 

4. Kasubbag Tata Usaha pacta Seluruh Biro di 
Setda Provinsi Lampung 

5. Kasubbag Tata Usaha pacta seluruh UPTD 
Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah 
Provinsi Lampung. 


